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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai pengelolaan pajak reklame di Kota 

Kupang, maka disimpulkan bahwa: 

1) Penyusunan perencanaan pajak reklame yang dilakukan oleh Badan Pendapatan 

Daerah Kota Kupang meliputi proses penetapan pajak reklame, dan pemberian 

izin pemasangan reklame berdasarkan RPJMD pemberian izin atau dalam 

pengelolaan pajak reklame di BAPENDA Kota Kupang dilakukan berdasarkan 

PERDA Kota Kupang No 02 Tahun 2016.  

2) Pengorganisasian, dalam PERDA Kota Kupang No 02 Tahun 2016 tentang pajak 

daerah, instansi-instansi yang terlibat dalam pengelolaan pajak reklame di Kota 

Kupang, mencakup Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT), Dinas 

Perumahan Rakyat dan Tata Ruang Kota Kupang (DPRTR Kota Kupang), Dinas 

Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DP2KD atau sering disebut 

Dispenda), Bagian Ekonomi dan Pembangunan, dan Satuan Polisi Pamong Praja 

Kota Kupang. 

3) Untuk pelaksanaan pemungutan pajak reklame dilakukan dengan cara wajib 

pajak datang langsug ke BAPENDA Kota Kupang atau bank mandiri untuk 

melakukan pembayaran pajak reklame yang telah mereka pasanag, atau petugas 

pemungutan yang akan datang langsung melakukan pemungutan, tetapi sebelum 

melakukan pemungutan pajak reklame terlebih dahulu untuk menentukan jumlah 

tagihan pajak reklame terutang, yakni : 
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 Dasar hukum pengenaan pajak reklame 

 Daftar kelas jalan pemasangan reklame 

 Tariff pajak dan cara perhitungan nilai sewa pajak reklame 

4) Pengawasan yang dilakukan oleh BAPENDA Kota Kupang dalam pengelolaan 

pajak reklame telah maksimal, hal ini dapat dilihat dengan dibentuknya tim yang 

khusus untuk turun ke lapangan dan melakukan pemantauan dan/atau 

pembongkaran terhadap jenis-jenis pemasangan reklame sebagai berikut: 

 Pemasangan reklame yang sudah berakhir masa berlakunya dan tidak 

diajukan perpanjangan izin. 

 Pemasangan reklame yang tidak memiliki izin. 

 Pemasangan reklame yang melanggar yang tidak sesuai standar 

mekanisme yang ditetapkan. Mekanisme yang ditetapkan adalah harus 

sesui standar etika, estetis, teknis, fiskal, administrasi dan keselamatan. 

6.2 Saran 

a. Dalam hal pengelolaan pajak reklame, pihak BAPENDA Kota Kupang harus 

mempertahankan pengelolaan pajaknya agar penerimaan ditahun yang akan 

datang melebihi target yang telah ditentukan. 

b. Pihak BAPENDA harus memberi peringatan kepada wajib pajak apa bila 

terlambat atau lupa membayar pajak reklame yang telah mereka pasang. 

c. Pihak BAPENDA harus bertindak lebih tegas dalam pemberian sanksi hukum 

sesuai dengan aturan yang ada kepada pemasangan reklame yang melakukan 

pelanggar. 
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d. Pihak BAPENDA perlu meningkatkan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan 

kepada masyarakat, untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang arti 

pentingnya peran serta masyarakat dalam meningkatkan pajak reklame. 

e. Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang bekerja sama dengan Polisi Pamong 

Praja sebaiknya mengadakan inspeksi minimal seminggu sekali untuk 

memeriksa penyelenggaraan reklame dikawasan Kota Kupang, kemudian 

menertibkan reklame yang tidak berizin dengan mencabut atau membongkar 

reklame serta menindak pihak yang memasang dengan hukuman pidana yang 

telah diatur, sehingga pemasangan reklame tertata dengan baik dan tidak 

mengganggu keindahan Kota. 
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